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Dahiri, Damia Liana, Dwi Resti Pratiwi, Nadya Ahda, dan Robby Alexander Sirait

Memasuki tahun 2021, perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan namun tidak
merata. Beberapa negara, khususnya negara maju, mengalami pemulihan yang lebih cepat dengan
pertumbuhan yang tinggi dibandingkan negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan
dalam menahan pandemi, terutama melalui peningkatan vaksinasi, diprediksi mampu
mendorong munculnya pent-up demand, sehingga mampu mengurangi potential output gap. Di
dalam negeri, perekonomian Indonesia mengalami perbaikan di tahun 2021 yang ditunjukkan
dengan perbaikan beberapa indikator ekonomi. Namun, dengan adanya lonjakan kasus Covid-19
di pertengahan tahun, maka kinerja perekonomian tahun 2021 serta tahun 2022 ke depan akan
sangat dipengaruhi oleh penanganan kasus Covid-19 di Indonesia serta progres program
vaksinasi yang saat ini masih berlangsung. Di sektor moneter, dalam rangka mendukung
pemulihan ekonomi dan juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia (BI) telah
empat kali menurunkan Bl 7-days reserve repo rate (BI7DRR) menjadi 3,5 persen pada Agustus
2021. Dari sektor perdagangan, profil neraca perdagangan belum dapat dikatakan cukup baik,
karena hingga saat ini ekspor Indonesia masih bergantung pada barang dengan nilai tambah yang
rendah.

Atas kondisi global dan perekonomian domestik saat ini, maka tulisan ini bertujuan untuk
memprediksi prospek perekonomian Indonesia dan catatan kritis atas kebijakan fiskal tahun
2022. Dari hasil proyeksi yang telah dilakukan, maka diperoleh pertumbuhan ekonomi di tahun
2021 diperkirakan 4,43 persen, inflasi 1,8 persen, dan nilai tukar di kisaran Rp14.435/USD.
Sementara itu, di tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu 5,27 persen,
inflasi 2,95 persen, dan nilai tukar di kisaran Rp14.684/USD. Adapun faktor yang
memengaruhinya ialah: 1) perkembangan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia, beserta dengan
efektivitas upaya penanganannya; 2) progres program vaksinasi; 3) perkembangan
perekonomian global, termasuk arah kebijakan moneter Amerika Serikat; 4) efektivitas
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam mengembalikan daya beli masyarakat; serta 5)
efektivitas berbagai program reformasi struktural di tahun 2022 dalam meningkatkan
produktivitas perekonomian secara umum.

Terkait kebijakan fiskal tahun 2022, secara umum, arah dan strategi pembangunan yang
hendak dilakukan oleh pemerintah pada tahun tersebut telah mencerminkan upaya dalam
mewujudkan transformasi ekonomi dalam koridor jangka menengah dan panjang, terutama
untuk mampu keluar dari negara middle income trap. Namun dari sisi implementasi, arah, dan
strategi kebijakan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kondisi risiko pandemi dan ekonomi
global di tahun 2022. Adapun beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah atas
pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2022 ialah perlunya upaya peningkatan nilai tambah industri
pengolahan, peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan, peningkatan nilai tambah
UMKM, melanjutkan reformasi anggaran pendidikan dalam menopang diversifikasi ekonomi dan
digitalisasi usaha pertanian dan perikanan, termasuk UMKM. Dengan demikian, tulisan ini
memberikan rekomendasi berupa: 1) dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun
2022, diharapkan pemerintah tetap fokus pada pemulihan kesehatan serta perlindungan
terhadap kelompok miskin dan rentan; 2) pemerintah terus berkoordinasi dengan Bl dalam
menjaga kebijakan moneter yang akomodatif dan sejalan dengan kebijakan fiskal untuk
mendukung pemulihan ekonomi; 3) dalam mendorong investasi dan perdagangan, maka
perbaikan iklim bisnis dan investasi harus terus dilakukan melalui reformasi struktural dan fokus
pada implementasi; serta 4) terkait kebijakan fiskal 2022, pemerintah perlu mempertahankan
kebijakan fiskal yang kontrasiklikal untuk meminimalisir dampak pandemi, serta reformasi fiskal
harus dilaksanakan untuk mendorong postur APBN yang lebih resilien dan efisien.




PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA DAN CATATAN KRITIS KEBIJAKAN FISKAL
2022

A. PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA
1. Perkembangan Perekonomian Global

Memasuki tahun 2021, perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan namun
tidak merata. Beberapa negara, khususnya negara maju, mengalami pemulihan yang lebih
cepat dengan pertumbuhan yang tinggi dibandingkan negara berkembang. Adapun
pemulihan ekonomi global saat ini bergantung pada efektivitas program vaksin serta
ketepatan pelaksanaan kebijakan kesehatan publik dalam penanganan Covid-19 (OECD
2021). Data per 30 Agustus 2021 menunjukkan bahwa tingkat vaksinasi global, baik
tervaksinasi penuh maupun sebagian, baru mencapai 39 persen, dimana negara-negara
yang berada di atas rata-rata global ialah negara maju. Sementara itu, tingkat vaksinasi di
negara berkembang cenderung rendah, seperti Indonesia (22,6 persen), Filipina (17
persen), dan Afrika Selatan (15 persen) (Our World in Data, 2021). Sejalan dengan itu,
beberapa lembaga dunia seperti IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi global per Juli

Tabel 1. Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2021 sebesar 6 persen di
IMF World Bank tahun 2021 dan 5,4 persen di
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Apr-21 Jul-21 Jan-21 Jun-21
Global 2021 6 6 2 56| tahun 2022 (Tabel 1). Negara
opa 2022 4,9 5,4 3,8 4,3 . l .
. 2021 5,6 6,1 3,3 5,4 ma]u menga aml
Negara Maju 2022 4,4 5,2 3,5 4
2 - : pertumbuhan yang cukup
2021 6,3 5,9 5 6
Negara Berkembang . . ..
2022 52 54 4,2 47| tinggi dengan revisi yang
ASEAN 5%) 2021 4,3 3,7 5,5 4,78 . . .
2022 6,3 6,5 5,4 5,34 meningkat, dengan prediksi
Sumber : IMF Economic Outlook, WorldBank Global Economic Prospects .
*) Indonesia, Malaysia, Philipines, Thailand, Vietnam Sebesar 6)1 persen dl tahun

2021, meningkat 0,5 persen dari prediksi bulan April 2021 (Tabel 1). Sementara itu,
prediksi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang mengalami revisi ke bawah akibat
peningkatan kasus Covid-19, hambatan terhadap pelaksanaan vaksinasi, serta
tertekannya kapasitas fiskal dalam mendukung pemulihan (World Bank, 2021).

Amerika Serikat (AS) sebagai negara dengan perekonomian yang paling
berpengaruh mengalami pemulihan yang cepat dengan pertumbuhan yang tinggi. Pada
triwulan-11/2021 mengalami peningkatan yang signifikan di angka 12,2 persen (yoy)
(tradingeconomic.com). Perbaikan ini turut meningkatkan ekspektasi investor akan
pemulihan ekonomi AS yang kuat. Akibatnya, bayang-bayang dampak taper tantrum dari
kejadian 2013 lalu dikhawatirkan akan terjadi saat ini. Pertumbuhan suku bunga AS
sering dianggap berdampak buruk bagi ekonomi berkembang, karena di tahun 2013
secara signifikan meningkatkan beban utang, memicu arus keluar modal yang besar, dan
memperketat kondisi keuangan (ADB, 2021). Hal inilah yang akan menjadi pukulan ganda
ke pasar dan ekonomi berkembang, dimana tidak hanya dari dinamika pandemi yang
memburuk, tetapi juga kondisi keuangan eksternal yang lebih ketat akan sangat
menghambat pemulihan negara berkembang, tak terkecuali Indonesia.

2. Perkembangan Perekenomian Domestik
Perekonomian Indonesia mengalami perbaikan di tahun 2021 yang ditunjukkan
dengan perbaikan beberapa indikator ekonomi. Setelah mengalami kontraksi selama



empat triwulan berturut-turut sejak triwulan-II tahun 2020, kini di periode yang sama
tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil meningkat di angka 7,7 persen.
Dilihat dari sumber pengeluarannya, komponen terbesar bagi Produk Domestik Bruto
(PDB) Indonesia ialah konsumsi rumah tangga, dimana pertumbuhannya kembali positif
diangka 5,93 persen di triwulan-II tahun 2021 ini. Sementara itu, sektor industri
manufaktur yang berkontribusi sebesar 19,3 persen terhadap PDB Indonesia, kini turut
mengalami pertumbuhan yang tinggi yaitu 6,58 persen di triwulan-II tahun 2021
(Gambar 1). Kondisi ini sejalan dengan kinerja sektor industri pengolahan triwulan-II
2021 meningkat dan berada pada fase ekspansi.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Per Triwulan-II Tahun 2019, 2020, dan 2021 (%, yoy)
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Sumber: BPS, 2021

Meskipun menunjukkan perbaikan di triwulan-II tahun 2021, namun dengan
adanya peningkatan kasus Covid-19 varian delta yang sangat signifikan, maka pemerintah
kembali menerapkan pembatasan mobilitas yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) darurat sejak tanggal 3 Juli 2021. Penerapan pembatasan ini sejak
memasuki triwulan-I1II/2021 akan menyebabkan penurunan pertumbuhan terutama
terjadi pada konsumsi rumah tangga akibat terbatasnya mobilitas. Di sisi lain, permintaan
dan daya beli yang masih lemah akibat masih berlangsungnya pandemi dan pembatasan
mobilitas dicerminkan dari perkembangan kinerja inflasi bulanan selama tahun 2021.
Secara umum, meskipun terus berfluktuasi selama tahun 2021, akan tetapi tingkat inflasi
bulanan masih berada di bawah 2 persen, dimana inflasi bulanan Indonesia prapandemi
berada pada trajectory dan kisaran 2,5-3,5 persen (tahun 2019). Untuk bulan Juli 2021
sendiri, tingkat inflasi yoy adalah sebesar 1,52 persen (year on year/yoy) dan sebesar 0,08
persen (month to month/mtm).

Di sektor moneter, dalam rangka untuk mendukung pemulihan ekonomi dan juga
menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia (BI) telah empat kali menurunkan
BI 7-days reserve repo rate (BI7DRR) yaitu sebesar 125 bps, dari 4,5 persen pada Maret
2020 menjadi 3,5 persen pada Agustus 2021, yang mana ini merupakan suku bunga acuan
terendah yang pernah terjadi selama ini. Penurunan BI7DDR diikuti dengan penurunan
suku bunga deposito yaitu dari 5 persen pada Juli 2019 menjadi 2,75 persen pada Agustus
2021. Selain itu, tingkat suku pinjaman juga mengalami penurunan dari 6,5 persen pada
Juli 2019 menjadi 4,25 persen pada Agustus 2021. Suku bunga yang tetap rendah dan



likuiditas yang masih longgar juga berdampak pada rendahnya rata-rata suku pasar uang
antarbank (PUAB) overnight (O/N). Seiring dengan kebijakan yang dilakukan Bl ini, kredit
perbankan mengalami pertumbuhan setelah sempat mengalami kontraksi pada 2020.
Namun demikian, hal ini masih belum mampu untuk mendorong pertumbuhan kredit
korporasi yang masih tetap terkontraksi sebesar 2,02 persen (yoy) pada Juni 2021.

Sementara itu, untuk
menjaga likuiditas perbankan dan
mendukung pemulihan ekonomi,
BI menambah likuiditas
(quantitative  easing)  sebesar
Rp114,15 triliun selama Januari-
Agustus 2021. Longgarnya
likuiditas perbankan juga
tercermin dari pertumbuhan uang
beredar M1 sebesar 12,6 persen
(yoy) dan M2 sebesar 8,1 persen
(voy) pada Mei 2021 (Bank
Indonesia, 2021).

Gambar 2. Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa
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Sumber: Bank Indonesia, 2021

Selain itu, cadangan devisa juga mengalami peningkatan selama masa pendemi
hingga mencapai 137.000 juta USD pada Juli 2021 (Gambar 2), nilai ini setara dengan 8,9
bulan impor atau 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Nilai
cadangan devisa ini dinilai cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga
untuk menjaga stabilitas eksternal di tengah ketidakpastian ekonomi global maupun
domestik (CNBC, 2021). Pada tahun 2022 nanti, BI berencana untuk mulai melakukan
kebijakan pengetatan. Kebijakan ini akan dilakukan oleh Bl secara bertahap, yaitu dengan
mengurangi likuiditas. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tingkat likuiditas
perbankan saat ini masih sangat besar, tercermin dari tingkat Alat Likuid terhadap Dana
Pihak Ketiga (DPK) sebesar 34 persen. Selanjutnya, Bl akan mempertimbangkan untuk
kembali menaikan tingkat suku bunga acuan pada akhir tahun 2022, setelah adanya

Gambar 3. Transaksi Berjalan Indonesia (Juta USD)
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kenaikan pada inflasi yang di
perkirakan akan mulai terjadi
pada awal 2023. Dari sisi
eksternal, hingga
1/2021,

Indonesia

triwulan-
Neraca Pembayaran

(NPI)
menunjukkan kinerja yang kian
membaik. BI memperkirakan
bahwa kinerja NPI akan terus
membaik, sehingga dapat
mendukung ketahanan sektor
eksternal. Tren perbaikan pada

terus

NPI ini didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan, hal ini terlihat dari, defisit
transaksi berjalan pada triwulan-1/2021 sebesar 996,81 juta USD, jauh lebih kecil jika
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dibandingkan dengan defisit triwulan-1/2020 yang sebesar 3.425,86 juta USD. Selain itu,
persentase defisit transaksi berjalan terhadap PDB juga membaik dari -1,24 persen pada
triwulan-1/2020 menjadi -0,36 pada triwulan-1/2021 (Gambar 3). Membaiknya kinerja
NPI ini juga tidak terlepas dari surplus neraca perdagangan yang terjadi sejak Mei 2020.
Surplus neraca perdagangan Indonesia ini dipengaruhi oleh harga komoditas dunia yang
mengalami kenaikan yang cukup siginifikan, seperti kenaikan harga batu bara dan crude
palm oil (CPO). Selain itu, membaiknya daya beli masyarakat pada negara maju juga turut
mendorong peningkatan ekspor Indonesia. BPS mencatat nilai ekspor Indonesia
sepanjang Januari-Juni 2021 sebesar 120.573 juta USD, sedangkan nilai impor sebesar
106.154 juta USD. Adapun penyebab rendahnya nilai impor Indonesia adalah belum
pulihnya daya beli domestik akibat adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat sehingga kinerja impor Indonesia mengalami tekanan.

Namun, profil neraca perdagangan belum dapat dikatakan cukup baik, karena
hingga saat ini ekspor Indonesia masih bergantung pada barang dengan nilai tambah yang
rendah, seperti sumber daya mineral sebesar yang berkontribusi sebesar 20,7 persen dari
total ekspor, minyak hewani dan nabati sebesar 14,8 persen, serta logam dasar sebesar
12,9 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan impor Indonesia yang didominasi oleh
barang dengan nilai tambah yang tinggi, seperti peralatan elektronik yang berkontribusi
sebesar 24,5 persen terhadap total impor (LPEM FEB UI, 2021).

3. Proyeksi Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2021 dan 2022
Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 pada
tingkat 2,07 persen (cumulative to cumulative/ctc) menunjukkan besarnya dampak
Gambar 4. Pertumbuhan Ekonomi pandemi  Covid-19 terhadap perekonomian
Triwulanan Indonesia 2020-2021 Indonesia. Kontraksi ini dirasakan sejak triwulan-
[1/2020 hingga triwulan-1IV/2020, meskipun
kontraksi ini semakin mild menuju akhir tahun 2020
yaitu dari -5,32 persen pada triwulan-II menjadi -
2,19 persen pada triwulan-IV (yoy) (Gambar 4).

7,07
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.../~ Sementara itu, pada triwulan-11/2021,

TN wm .[:7-12021 perekonomian Indonesia pada akhirnya melonjak
= tinggi pada level 7,07 persen (yoy) (Gambar 4).

o Namun, kinerja perekonomian triwulan-

Sumber: BPS (2021) [11/2021, triwulan-IV/2021, serta tahun 2022 ke

depan akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan
kasus Covid-19 di Indonesia beserta dengan progres program vaksinasi yang saat ini
masih berlangsung. Misalnya, meningkatnya kasus Covid-19 pada bulan Juni-Juli 2021
dengan jumlah kasus harian yang pernah mencapai lebih dari 50 ribu kasus memaksa
pemerintah memberlakukan kembali program pembatasan mobilitas masyarakat, yaitu
PPKM yang masih terus diperpanjang, setidaknya hingga awal September 2021. Adanya
pembatasan sosial seperti ini menyebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi di
masyarakat, sehingga hal ini diproyeksikan akan memberikan tekanan tersendiri bagi
kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2021. Di sisi lain, masih terus diupayakannya
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vaksinasi untuk seluruh lapisan masyarakat dengan tingkat vaksinasi per 30 Agustus
2021 sebesar lebih dari 12,85 persen tervaksinasi secara penuh dan lebih dari 22,6
persen minimal 1 dosis akan membantu mempercepat kembalinya aktivitas ekonomi di
masyarakat (Our World in Data, 2021).

Tidak hanya itu, intervensi pemerintah juga akan sangat berpengaruh terhadap
upaya pemulihan ekonomi nasional. Untuk tahun 2021, pemerintah telah
mengalokasikan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar
Rp699,43 triliun, meningkat dari alokasi tahun 2020 yang sebesar Rp695,20 triliun
maupun dari realisasinya yang sebesar Rp579,78 triliun (APBN KiTa Juli 2021).
Sementara untuk tahun 2022, pemerintah menganggarkan Rp321,2 triliun untuk
program PEN (Kementerian Keuangan, 2022). Namun perlu diketahui bahwa pemulihan
ekonomi tidak hanya bergantung pada jumlah alokasi anggaran, tetapi juga pada
penyerapan dan efektivitas program PEN dalam mendorong aktivitas ekonomi secara
umum. Misalnya, per semester 1/2021, anggaran PEN 2021 sudah direalisasikan sebesar
36,1 persennya, atau sekitar Rp252,3 triliun (APBN KiTa Juli 2021). Dengan mendorong
penyerapan anggaran program PEN yang diikuti dengan efektivitas penyaluran program,
hal tersebut akan membantu mendongkrak kinerja perekonomian Indonesia, baik untuk
sisa tahun 2021 maupun 2022 ke depan.

Tidak hanya terhadap pertumbuhan ekonomi saja, pandemi pun turut berpengaruh
pada kinerja inflasi di Indonesia. Pada tahun 2020, inflasi berada pada level 1,68 persen
(yoy), yang mana angka ini berada di luar jangkauan target BI yaitu +3 persen. Hal ini
salah satunya disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat secara umum. Tidak
hanya itu, rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi
(average propensity to consume ratio) pada Juli 2021 turun menjadi 74,6 persen,
sementara rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income
ratio) meningkat menjadi 15,1 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini
mengindikasikan preferensi masyarakat untuk mengurangi konsumsi dan meningkatkan
tabungan, terutama di masa PPKM. Untuk sisa tahun 2021 dan 2022 ke depan,
perkembangan kasus Covid-19 dan program pembatasan mobilitas masyarakat, serta
berbagai program pemerintah yang mengarah pada pulihnya daya beli masyarakat akan
memengaruhi pergerakan inflasi ke depan.

Sementara dari sektor eksternal, masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia
langsung menghantam nilai tukar rupiah hingga sempat tembus Rp16.000/USD.
Akibatnya, sepanjang tahun 2020, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap USD adalah
sebesar Rp14.577 (LKPP 2020). Salah satu penyebabnya ialah besarnya capital outflow
akibat tingginya ketidakpastian perekonomian global. Di sisi lain, apabila melihat kinerja
perdagangan internasionalnya, Indonesia justru mencetak surplus sebesar 21.623,0 juta
USD pada neraca perdagangan sepanjang tahun 2020. Namun perlu diketahui bahwa
kinerja perdagangan Indonesia sangat bergantung pada komoditas, yang mana kemudian
perkembangan harga komoditas menjadi determinan penting pada kinerja neraca
perdagangan Indonesia sebagaimana telah disinggung di bagian sebelumnya. Di sisa
tahun 2021 dan 2022 ke depan, adanya proyeksi perbaikan perekonomian yang lebih
cepat dari AS menyebabkan pergeseran preferensi investor pada safe haven serta
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persepsi investor mengenai upaya pengendalian pandemi di Indonesia akan
memengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap USD.

Berdasarkan beberapa kondisi yang dijelaskan di atas dan dengan asumsi bahwa
kasus Covid-19 akan lebih terkendali yang disertai dengan progress vaksinasi yang
semakin cepat pada seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat terbentuk herd immunity,
maka diproyeksikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga (PK-RT) pada tahun 2021
akan tumbuh di kisaran -2,11 persen serta pada tahun 2022 pada kisaran 1,88 persen,
konsumsi pemerintah di tahun 2021 akan tumbuh di kisaran 3,56 persen serta pada tahun
2022 di kisaran 3,19 persen, PMTB di tahun 2021 akan tumbuh di kisaran 5,73 persen
serta pada tahun 2022 di kisaran -0,02 persen, net ekspor pada tahun 2021 dan 2022
akan tumbuh di kisaran 1,61 persen, serta perekonomian global, khususnya G20, di tahun
2021 akan tumbuh di kisaran 5,16 persen dan 2022 di kisaran 4,30 persen. Oleh karena
itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 diprediksi akan berkisar pada 5,29
persen, inflasi 2,95 persen, dan nilai tukar rupiah terhadap USD diprediksi sebesar
Rp14.684/USD (Gambar 5).

Gambar 5. Prediksi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah 2021 dan 2022

<=

S e,
- =
Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%) Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)

2021 4,43 1,80 14.435
Interval: 3,99 — 4,88 Interval: 1,33 — 2,38 Interval: 14.295 — 14.539

2022 5,29 2,95 14.684
Interval: 4,76 — 5,81 Interval: 2,73 — 3,03 Interval: 14.597 — 14.712

Sumber: Tim Penulis Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan pemerintah mengenai proyeksi asumsi
ekonomi makro Indonesia di tahun 2022, antara lain:
e Perkembangan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia, beserta dengan efektivitas
upaya penanganannya;
e Progres program vaksinasi;
e Perkembangan perekonomian global, termasuk arah kebijakan moneter AS;
o Efektivitas PEN dalam mengembalikan daya beli masyarakat; serta
o Efektivitas berbagai program reformasi struktural di tahun 2022 dalam
meningkatkan produktivitas perekonomian secara umum.

B. CATATAN KRITIS ATAS ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2022

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, pemerintah menetapkan tema
pembangunan adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, yang diarahkan
melalui pemulihan daya beli dan usaha, serta diversifikasi ekonomi yang didukung
dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, reformasi peningkatan kualitas
sumber daya manusia (SDM), dan perlindungan sosial. Pemulihan daya beli dan usaha
diupayakan melalui penuntasan krisis kesehatan, pemberian bantuan untuk pemulihan
dunia usaha, pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga, percepatan
pembangunan infrastruktur secara padat karya, dan program khusus. Diversifikasi
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ekonomi dilakukan dengan cara peningkatan nilai tambah melalui peningkatan
kontribusi industri pengolahan dan pengembangan produk pertanian, pembangunan food
estate dalam rangka meningkatkan produksi pangan, penerapan konsep pembangunan
rendah karbon (green recovery) guna meningkatkan pemulihan dan daya saing ekonomi,
serta melakukan transformasi menuju ekonomi digital melalui langkah-langkah
perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

Secara umum, arah dan strategi pembangunan yang hendak dilakukan oleh
pemerintah pada 2022 tersebut telah mencerminkan upaya pemerintah dalam
mewujudkan transformasi ekonomi dalam koridor jangka menengah dan panjang,
terutama untuk mampu keluar dari negara middle income trap. Namun dari sisi
implementasi, arah dan strategi kebijakan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kondisi
risiko pandemi dan ekonomi global di tahun 2022. Pada tahun 2022, optimisme
pemulihan ekonomi global masih relatif tinggi, yang salah satunya tercermin dari
proyeksi ekonomi dunia oleh International Monetary Fund (IMF). Dalam World Economic
Outlook Update Juli 2021, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 4,9
persen atau naik 0,5 percentage point dibanding proyeksi April 2021. Artinya, ada
optimisme pertumbuhan global akan jauh lebih baik dibanding proyeksi April 2021.
Namun, optimisme ini akan sangat bergantung pada kemampuan dunia mengendalikan
wabah di tahun depan dan memastikan keberhasilan keberhasilan vaksinasi dalam
mewujudkan kekebalan komunitas secara global, termasuk Indonesia. Terlebih lagi,
organisasi World Health Organization (WHO) memprediksi pandemi ini belum berakhir
hingga tahun depan, setidaknya hingga pertengahan 2022. Dengan demikian,
pengendalian penyebaran wabah dan percepatan vaksinasi guna mencapai kekebalan
komunitas domestik merupakan salah satu faktor kunci arah kebijakan di 2022. Oleh
karena itu, upaya memperkuat testing, tracing, and treatment mempercepat vaksinasi
dengan tetap memperhatikan ketersedian stok yang memadai, memperkuat pelayanan
kesehatan, serta memperkuat komunikasi publik terkait upaya pengendalian wabah dan
protokol kesehatan harus menjadi salah satu yang paling utama dilakukan oleh
pemerintah di 2022. Upaya ini juga diperlukan guna mengurangi implikasi negatif dari
risiko kecepatan pemulihan yang tidak merata atau uneven recovery antarnegara akibat
perbedaan situasi pandemi Covid-19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus
ekonomi, terhadap pemulihan ekonomi nasional di 2022.

Selain upaya pengendalian wabah, masih terdapat beberapa catatan penting yang
harus menjadi perhatian pemerintah agar implementasi arah dan strategi pembangunan
2022 dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan transformasi
ekonomi jangka panjang, termasuk keluar dari negara middle income trap. Salah satu
catatan pentingnya adalah berkaitan dengan arah kebijakan diversifikasi ekonomi yang
akan ditempuh pemerintah. Secara umum, diversifikasi ekonomi tersebut akan
diwujudkan melalui upaya terstruktur untuk meningkatkan nilai tambah dan
produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan
tersier. Secara sektoral, diversifikasi ekonomi difokuskan pada pemulihan dan
peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, pariwisata
dan UMKM, sebagaimana tergambar dengan jelas di dalam RKP 2022 dan Nota Keuangan
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RAPBN Tahun 2022. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian
pemerintah. Pertama, terkait dengan upaya peningkatan nilai tambah industri
pengolahan. Dalam satu dekade terakhir, perkembangan sektor industri pengolahan
cenderung mengalami penurunan dan bahkan mengalami gejala deindustrialisasi.

Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari beberapa determinan yang memengaruhi,

antara lain besarnya ketergantungan terhadap bahan baku dan barang modal impor,

rendahnya kompetensi tenaga kerja, rendahnya tenaga kerja yang link and match dengan
kebutuhan industri, rendahnya dukungan investasi yang terlihat dari PMA dan PMDN
yang mengalami kecenderungan penurunan sepanjang 2017-2019, kurang efektifnya
insentif perpajakan yang diberikan kepada sektor industri pengolahan, serta masih
banyaknya hambatan dalam implementasi hilirisasi sumber daya alam (Ahda dan Sirait,

2021; Syafri dan Pratiwi, 2020). Berangkat dari beberapa determinan tersebut, terdapat

beberapa yang hal yang harus dilakukan pemerintah, di antaranya adalah sebagai berikut:

a.  perlunya upaya penyediaan bahan baku yang bersumber dari industri dalam negeri
yang difokuskan melalui pengembangan dan penguatan industri logam dasar
(khususnya besi dan baja), serta petrokimia dan bahan kimia. Hal ini didasarkan
pada pertimbangan keterkaitan kedua industri tersebut terhadap produksi dan
produktivitas industri yang menjadi fokus dari kebijakan Making Indonesia 4.0%;

b. mempercepat peningkatan kualitas tenaga kerja melalui penyesuaian kurikulum
pendidikan dengan penekanan pada STEAM (Science, Technology, Engineering, the
Arts, dan Mathematics) maupun kejuruan/keterampilan ekstra lain yang
diproyeksikan diperlukan oleh industri pengolahan secara umum di masa depan;

c.  peningkatan investasi langsung (baik PMA maupun PMDN) diarahkan kepada
sektor industri logam dasar (khususnya besi dan baja), petrokimia dan bahan kimia,
tekstil, dan makanan, dengan memastikan adanya proses transfer knowledge and
technology dan pemenuhan TKDN;

d. melakukan evaluasi komprehensif terhadap insentif perpajakan di sektor industri
pengolahan dan sekaligus melakukan pemetaan terhadap determinan lain yang
perlu diintervensi pemerintah; serta

e.  mengakselerasi kelanjutan pembangunan seluruh smelter yang telah direncanakan
dengan menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha (Ahda
dan Sirait, 2021).

Kedua, terkait dengan peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan
perikanan. Salah satu upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan nelayan
yang akan dilakukan pemerintah adalah pembentukan korporasi petani dan nelayan.
Korporasi petani merupakan konsep yang mencoba mengkonsolidasikan petani atau
kelembagaan petani yang telah eksisting ke dalam sebuah entitas bisnis (korporasi) yang
mampu menciptakan ekosistem bisnis petani dari hulu hingga ke hilir, dalam rangka
meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil pertanian. Dari tataran
konsep, ide penguatan kelembagaan petani dan nelayan melalui pembentukan korporasi

1 Sektor industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat
kesehatan.



merupakan pilihan kebijakan yang tepat. Hal ini didasarkan pada penyelesaian
permasalahan utama petani dan nelayan tidak dapat diselesaikan secara individual dan
penguatan kelembagaan ini juga sejalan dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang (UU)
Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Liana dan Sirait,
2020). Oleh karena itu, guna memastikan penguatan kelembagaan melalui korporasi ini
mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan,
terdapat beberapa hal yang perlu menjadi penekanan dalam implementasinya, antara lain
adalah petani dan nelayan harus menjadi subjek dari proses pembentukan korporasi,
pemerintah harus melakukan pendampingan pengembangan korporasi hingga terbentuk
model bisnis korporasi yang matang dan kuat, perlu adanya kebijakan atau regulasi yang
memberikan jaminan harga yang tidak merugikan petani dan nelayan, sistem penjaminan
risiko yang didesain dari hulu hingga ke hilir, perlu reformasi skema kredit pertanian agar
lebih matching dengan karakteristik komoditas, adanya regulasi yang memberikan
perlindungan bagi petani oleh negara, serta pembentukan korporasi petani sebaiknya
menggunakan model integrasi vertikal berbasis koperasi (Sirait, 2021).

Ketiga, terkait dengan peningkatan nilai tambah UMKM. Peningkatan nilai
tambah UMKM sebaiknya berangkat dari bagaimana langkah strategis pemerintah dalam
menyelesaikan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh UMKM. Secara umum,
permasalahan fundamental UMKM antara lain adalah harga yang tidak mampu bersaing,
kualitas dan standarisasi produk, keterbatasan modal produksi dan pengiriman, biaya
logistik, keterbatasan informasi (antara lain informasi yang mencakup peluang pasar,
media pemasaran, promosi, market research, perizinan ekspor, akses pembiayaan, serta
perizinan dan legalitas lainnya), pemenuhan aspek legalitas (antara lain NPWP, Nomor
Induk Usaha, Izin Ekspor, Izin Usaha, dan Sertifikasi), pemanfaatan dan ketersediaan
akses teknologi informasi, keterbatasan pemanfaatan teknologi produksi dan lemahnya
kapasitas sumber daya manusia (Prasetyo dan Sirait, 2021). Untuk mengatasi berbagai
persoalan fundamental tersebut, salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah
adalah melalui pengelolaan UMKM terpadu. Pengelolaan UMKM terpadu merupakan
pilihan yang tepat dikarenakan persoalan fundamental UMKM merupakan persoalan
multidimensi dan lintas sektor, sehingga dibutuhkan pengelolaan terpadu guna
memastikan implementasi pengelolaan UMKM terpadu dapat memberikan dampak yang
optimal terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Hal-hal tersebut
di antaranya adalah pengelolaan terpadu UMKM yang akan dilakukan sebaiknya
merupakan penguatan kelembagaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) yang sudah dijalankan oleh Kementerian
Koperasi dan UKM sejak tahun 2013 dengan pendekatan fungsional lintas sektor,
pembentukan lembaga pengelolaan UMKM terpadu harus diatur melalui peraturan
pemerintah, perlu adanya peningkatan alokasi anggaran bagi Kementerian Koperasi dan
UKM melalui APBN dan alokasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui
APBD, pengarustamaan upaya pendampingan bagi UMKM harus menjadi prioritas utama,
pendampingan yang diberikan harus mampu komprehensif dan berkelanjutan dalam
mengatasi berbagai persoalan fundamental pelaku UMKM, serta merealokasi atau
mengkonsolidasi seluruh anggaran bagi UMKM yang tersebar di berbagai
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Kementerian/Lembaga menjadi alokasi anggaran pengelolaan terpadu UMKM (Prasetyo
dan Sirait, 2021).

Keempat, terkait melanjutkan reformasi anggaran pendidikan dalam
menopang diversifikasi ekonomi. Salah satu tantangan terbesar dalam reformasi
pendidikan adalah menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan
SDM tidak cukup hanya diarahkan untuk menciptakan SDM berkualitas dan berdaya
saing. Namun juga harus link and match dengan kebutuhan sektor-sektor ekonomi yang
hendak disasar pemerintah perkembangan dan pertumbuhannya. Oleh karena itu,
reformasi anggaran pendidikan juga harus diarahkan untuk mempersiapkan SDM yang
mampu menopang kinerja sektor industri pengolahan, pertanian, perikanan dan
pariwisata. Di dalam rencana pembangunan (RPJMN 2020-2024, RKP 2022, NK RAPBN
2022), belum tercermin dengan jelas dan komprehensif bagaimana langkah strategis
pemerintah dalam mewujudkannya. Untuk itu, perlu adanya penyusunan grand design
sebagai panduan pembangunan SDM yang disesuaikan dengan sektor-sektor ekonomi
yang akan disasar pemerintah dalam jangka panjang.

Terakhir, terkait digitalisasi usaha pertanian dan perikanan, termasuk UMKM.
Beberapa kendala dalam proses transformasi digitalisasi di sektor pertanian, perikanan
dan UMKM adalah rendahnya kualitas SDM dan adaptasi terhadap perkembangan
teknologi informasi, akses teknologi informasi (internet) yang belum memadai dan
merata, serta minimnya pendampingan dalam penerapan teknologi informasi. Untuk itu,
digitalisasi sektoral yang hendak dilakukan oleh pemerintah sebaiknya harus sejalan
dengan upaya perbaikan atas faktor penghambat digitalisasi di sektor pertanian,
perikanan, dan UMKM. Selain itu, pemerintah harus mampu memastikan petani, nelayan,
dan pelaku UMKM merupakan pihak yang paling diuntungkan dari proses transformasi
digitalisasi tersebut.

C. Rekomendasi

Dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2022, diharapkan
pemerintah tetap fokus pada pemulihan kesehatan dengan terus meningkatkan 3T
(testing, tracing, treatment), fasilitas kesehatan, dan percepatan vaksinasi. Selain itu,
perlindungan terhadap kelompok miskin dan rentan harus terus dilanjutkan. Pemerintah
terus berkoordinasi dengan Bl dalam menjaga kebijakan moneter yang akomodatif dan
sejalan dengan kebijakan fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi. Dalam
mendorong investasi dan perdagangan, maka perbaikan iklim bisnis dan investasi harus
terus dilakukan melalui reformasi struktural dan fokus pada implementasi. Selain itu,
pemerintah perlu mendorong substitusi impor dan peningkatan ekspor dalam rangka
meningkatkan daya saing produk Indonesia. Terkait kebijakan fiskal 2022, pemerintah
perlu mempertahankan kebijakan fiskal yang kontrasiklikal untuk meminimalisir
dampak pandemi, serta reformasi fiskal harus dilaksanakan untuk mendorong postur
APBN yang lebih resilien dan efisien.
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